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1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambaban
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tabun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambaban
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambaban
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telab beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA
BUPATISUMBAWA,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tabun
2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar
Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di
Provinsi dan Kabupateri/Kota, maka perlu disusun
Peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan
Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten
Sumbawa;

Mengingat

Menimbang

PERATURANBUPATISUMBAWA
NOMOR~ TAHUN2020

TENTANG
STANDARPELAYANANMINIMALSUB URUSANKETENTERAMANDAN

KETERTIBANUMUMDI KABUPATENSUMBAWA

BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSATENGGARABARAT
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Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor2);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 201B tentang
Satuan Polisi Pamong Praja (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 6205);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun
2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun
201 B tentang Standar Teknis Mutl.l Pelayanan Dasar
Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di
Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nornor 158);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019
tentang Pemenuhan, Hnk Pegawai, Negeri Sipil,
Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan
Tekhnis Operasional dan Pengharagaan Satuan Polisi
Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor550);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa yang telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa
Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan
Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten
Sumbawa Nomor 12 Tahun 2018, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 671);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 15
Tahun 2018 tentang Ketertiban umum dan
Ketenteraman Masyarakat (Lembaran Daerah
Kabupaten Sumbawa Nomor 15Tahun 2018, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor674);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1Tahun
2019 tentang··Perubahan Kedua Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun
2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa
Nomor 1 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sumbawa Nomor681);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 5 Tahun
2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Sumbawa Tahun 2020;
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Pasall
Dalam Peraturan Bupati iniyang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Sumhawa.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sumbawa.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa. '
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sumbawa.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa.
6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah.

8. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah
ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan
urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara
secara minimal.

9. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif yang digunakan
untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam
pencapaian suatu SPMberupa masukan, proses, hasil danj atau manfaat
pelayanan.

10.Batas waktu pencapaian adalah hatas waktu untuk mencapai target jenis
pelayanan urusan ketenteraman, ketertiban umum, secara bertahap
sesuai dengan indikator dan nilai yang ditetapkan.

11.Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas,
tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam
suatu satuan organisasi yang dalam pclaksanaan tugasnya didasarkan
pada keadilan dan I atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

12.Kelompok jabatan fungsional adalah kelompok - kelompok kedudukan
yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang
Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan
tugasnya didadasarkan pada keahlian danl atau keterampilan tertentu
serta bersifat mandiri.

13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBDadalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan
Perda.

BABI
KETENTUAN UMUM

14. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 59 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Serta tata Ketja Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Sumbawa.(Berita Daerah Kabupaten
Sumbawa Nomor 59).

MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN
MINIMAL SUB URUSAN KETENTERAMAN DAN
KETERTIBANUMUM DIKABUPATENSUMBAWA

Menetapkan
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Pasal2
Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan dasar sub urusan
Trantibum dengan ruang lingkup meliputi:

a. Mutu Pelayanan Dasar;
b. Kriteria Penerima;
c. Tata Cam Pemenuhan Standar.
d. Pembiayaan

14. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adaIah
dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana
pendapatan, rencana belanja program, dan kegiatan serta rencana
pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

15. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan
dasar warga negara yang terkena dampak: penegakan Peraturan Daerah
dan Peraturan Bupati .

16.Jenis Pdayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan
barang dan Iatau jasa kebutuhan dasar yang berhak cliperoleholeh warga
negara yang terkena dampak penegakan Peraturan Daerah yang
selanjutnya disingkat Perda dan Peraturan Bupati yang selanjutnya
disingkat Perbup.

17.Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang selanjutnya disebut Trantibum
adalah situasi dan kondisi yang memungkinkan Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara
tentram, tertib, dan teratur sesuai dengan kewenangannya dalam rangka
penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

18.Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum adalah salah satu jenis
pelayanan dasar pada Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum
dan Perlindungan Masyarakat.

19.Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang_
dan! atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal
dalam Pelayanan Dasar sub urusan Trantibum sesuai dengan standar
teknis agar hidup secara layak.

20. Standar Teknis Pelayanan Sub Urusan Trantibum adalah ketentuan
terkait mutu pelayanan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah
Kabupaten/ Kota dalam menjamin pemenuhan kebutuhan dasar Layanan
Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang berhak diperoleh
setiap Warga Negara Indonesia yang - terkena dampak penegakan
Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJMDadalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5
(lima)tahun.

22. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut
Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD
adaIah dokumen perencanaan daerah untuk periode I [satu] tahun.

23. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD
adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima)
tahun.

24. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD
adalah dokumen- perencanaan Perangkat Daerah untuk periode- 1 (satu)
tahun.
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Pasa15
(1) Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat

penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perbup sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi :
a. Pelayanan kerugian materil; dan
b. Pelayanan pengobatan.

(2) Kerugian materil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa
kerusakan atas barang atau aset pribadi yang diakibatkan dari penegakan
pelanggaran Perda dan Perbup.

(3) Kerugianmateriil sebagaiman dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
a. Rusak ringan, yaitu kerugian yang dialami dan ditaksir tidak lebih

dari 2,5 % (dua koma lima persen) dari biaya operasional penegakkan
Perda dan Perbup yang sedang dilakukan;dan

b. Rusak sedang/ berat, yaitu kerugian yang dialami dan ditaksir sama
danl atau lebih dari 2,5 % [dua kama lima persen] dari biaya
operational penegkkan Perda dan Perbup yang sedang dilakukan.

(4) Pelayanan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
berupa tindakan pertolongan pertama bagi warga negara yang terkena
cidera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perbup dan
ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakitJ pusat kesehatan
masyarakat apabila terkena cidera fisik sedang danl atau berat.

(5) Pelayanan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 terdiri atas :
a. Pengobatan ringan, yaitu pengobatan yang dialami dan ditaksir tidak
lebih dan 2,5 % (dua koma lima persen) dari biaya operasional
penegakkan Perda dan Perbup yang sedang dilakukan;dan

Pasal4
(1) Standar Operasional Prosedur Satpol PP dan Standar Sarana Prasarana

Satpol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b,
merupakan standar teknis terkait standar jumlah dan kualitas barang
danl atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Standar peningkatan kapasitas Satpol PP dan anggota perlindungan
masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, merupakan
standar teknis terkait standar jumlah dan kualitas personil/ sumber daya
manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal3
Mutu pelayanan dasar Satpol PP dalam penyelenggaraan pelayanan dasar
bidang ketenteraman dan ketertiban umum meliputi:
a. Standar Operasional Prosedur Satpol PP.
b. Standar Sarana Prasarana Satpol PP.
c. Standar Peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota

Perlindungan Masyarakat.
d. Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat
penegakan hukum terhadap peIanggaran Perda dan Perkada.

BAB II
MUTUPELAYANANDASAR

e. Pelaporan
f. Pembinaan dan pengawasan
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Pasal8
(1) Pelayanan dasar sub tzrusan Trantibum dilakukan terhadap :

BAB IV
TATA CARA PEMENUHAN STANDAR

Pasal7
(1) Warga negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) berhak

mendapatkan layanan kerugian materil dan /atau layanan kerugian
pengobatan dengan mengajukan permohonan dengan menyertakan alat
bukti antara lain :
a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang dilega]isir oleh

pejabat yang berwenang;
b. Foto copy Dokurnen kepemilikan aset yang sah
c. Surat keterangan basil pemeriksaanJpengobatan dati dokter

pemerintah dan melampirkan kwitansi pembayaran jasa
pemeriksaan/pengobatan; dan

d. Saksi, yang berada dilokasi pada saat dilakukan penegakan Perda dan
Perbup;

(2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf d memiliki dan
menunjukkan identitas resmi.

(3) Satpol PP bersama instansi teknis terkait melakukan verifikasi faktual
terhadap permohonan beserta alar bukti yang diajukan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1);

(4) Satpol PP bersama instansi teknis terkait sebagaimana dimaksud pada
ayat {3)membentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

(5) Permohonan beserta alat bukti sebagamana dimaksud pada ayat (1),
diajukan paling lama 1 x 24 jam setelah pelaksanaan penegakan Perda
dan Perbup.

(6) Apabila 1 x 24 jam setelah pelaksanaan penegakan Perda dan Perbup
sebagairnana dimaksud pada ayat (5). warga negara dapat mengajukan
permohonan pada hari ketja berikutnya, paling lama 3 (tiga)hari kerja.

Pasal6
(1) Penerima mutu pelayanan dasar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

yaitu warga negara yang terkena dampak gangguan Trantiburn akibat
penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perbup dan bukan
warga negara yang menjadi pelanggar Perda dan Perbup yang sedang
ditegakan;

{2}Warga negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan kriteria:
a. yang mengalami kerugian materil dan/ atau cidera fisik akibat

penegakan Perda dan Perbup; dan} atau
b. berada pada jarak antara 0 (nol) sampai dengan 50 (lima puluh) meter
dari lokasi penegakan Perda dan Perbup.

BAB III
KRITERIA PENERIMA

b. Pengobatan sedang atau berat yaitu pengobatan yang dialami atau
ditaksir sama dan I atau Iebih dari 2,5 % (dua koma lima persen) dari
biaya operasional.
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Pasal9
Dalam hal terdapat warga negara yang terkena dampak akibat dari
penegakan Perda dan Perbup, Satpol PP dapat memfasilitasi warga negara
tersebut untuk mendapatkan:

a. Permohonan yang diajukan oleh warga negara yang terkena dampak
akibat penegakan Perda dan Perbup; dan

b. Penyelenggraan pelayanan dasar sub urusan Trantibum oleh Satpol
PP.

(2) Pemenuhan pelayanan dasar sub urusan Trantibum yang dilakukan oleh
Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b dengan tahapan:
a. Pengumpulan data;
b. Penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar;
c. Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan
d. Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.

(3) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
dilakukan untuk memperoleh data dan informasi jumlah dan identitas
warga masyarakat yang terkena dampak gangguan trantibum akibat
penegakkan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perbup serta
mengalami kerugian materil dan/ atau terkena cidera fisiko

(4) Penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar sebagaimana
dimaksud pada ayat (I) huruf b, dilaksanakan dengan cara menaksir dan
menghitung kerugian materil yang dialam.i.

(5) Penaksiran dan penghitungan materil sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) dilakukan oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(6) Penuyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar sebagaimana
dimaksud pada ayat (I) huruf c dimuat dalam :
a. Program dan kegiatan sesuai dengan dokumen perencanaan dan

dokwnen anggaran pemerintah daerah;
b. Dokumen perencanaan pemerintah daerah dalam dokumen RPJMD

dan RKPD;
c. Dokumen perencanaan perangkat daerah dalam bentuk dokumen

renstra dan renja; dan
d. Dokumen anggaran pemerintah daerah dalam bentuk APBD.

(7) Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah
sebagaiman dimaksud pada ayat 4 huruf b dan huruf c, sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(8) Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada
ayat (1)huruf d dilaksanakan dengan cara :
a. Satpol PPdalam menyusun dokumen Rencana Perangkat Daerah agar

memperioritaskan program dan kegiatan pemenuhan kebutuhan
pelayanan dasar;

b. Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan memastikan
program dan kegiatan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar
dituangkan dalam dokumen Renstra dan dokumen Renja;

c. Tim anggaran Pemerintah Daerah memastikan pendanaan program
dan kegiatan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar dianggarkan
dalamAPBDsetiap tahunnya;

d. Satpol PP melaksanakan pelayanan kerugian materil dan pelayanan
pengobatan;dan

e. Satpol PP menetapkan capaian standar pelayanan dasar berdasarkan
jumlah warga negara yang tertangani akibat dari penegakan Perda dan
Perbup setiap tahunnya.
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Pasal12
(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggara

SPMsub urusan Trantibum.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dilaksanakan oleh

Bagian Pemerintahan Sekretariat DaerahKabupaten Sumbawa.
(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakuk:an dalam

bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian
dan pengembangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
undangan.

(4) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) dilakukan dalam
bentuk reviu, monitoring, evaluasi, dan pemeriksaan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasalll
(1) Satpol PP menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penyelenggaraan

SPMsub urusan Trantibum kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah,
(2) Laporan hasil pelaksanaan penyelenggaraan SPMsub urusan Trantibum

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 2 (dua)
bulan setelah tahun anggaran berakhir.

(3) Bupati menyampaikan laporan penerapan SPMkepada Gubemur untuk
diteruskan kepada Menteri DaIamNegerimelaIui Direktur JenderaI Bina
Pembangunan Daerah.

(4) Laporan penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran
berakhir

(5) Format laporan Standar Pelayanan Minimal sub urusan ketenteraman,
dan ketertiban umum sebagaimana tercantum dalam lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

BABVI
PELAPORAN

PasallO
Pembiayaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan SPM pelayanan dasar
sub urusan Trantibum yang merupakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah
teknis dibebankan pada APBDsesuai kewenangan Pemerintah Daerah dan
dapat dibiayai dari sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB V
PEMBIAYAAN

a. tindakan pengobatan pertolongan pertama pada sarana pelayanan
kesehatan milik pemerintah bagi yang mendapatkan cidera fisik;

b. ganti rugi atas kerusakan materil sesuai dengan ketentuan yang
berlaku;
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BERITADAERAHKABUPATENSUMBAWATAHUN2020 NOMOR ~

SEKRETARISDAERAHKABUPATENSUMBAWA~

Diundanzkan di ~":1Plbawa
pada tanggal ~ "to? r'UtL<ft ~OJ,()

\ ~ M. HUSNI DJIBRIL

Ditetapkan di Sumbawa ,
\ pada tanggal CP -r.el1tWlrt
{ BUPATI SUMBAWA,t

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya daJam Berita Daerah Kabupaten
Sumbawa.

Pasal14
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal13
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sumbawa
Nomor 32 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang
Ketertiban Um1.1m,Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat
di Kabupaten Surnbawa pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Sumbawa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VIII
KETENTUANPENUTUP

(5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dilalrukan
oleh Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai wakil Pemerintah
Pusat.
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Kebijakan umum menggambarkan kebijakan umum daerah yang dimuat dalam rencana

penerapan dan pencapaian SPM yang tertuang dalam RPJMD.

D. ARAH KEBIJAKAN

Arab kebijakan menggambarkan orientasi dan komitmen yang telah ditetapkan oleh

Pemerintahan Daerah selama satu tahun anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian

SPM yang dituangkan dalam KUA.

BAB II PENERAP AN DAN PENCAP AlAN SPM

A. Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum. dan Perlindungan Masyarakat

Bidang urusan diisi dengan bidang urusan wajib yang menjadi pangkal dari munculnya

pelayanan dasar yang telah ditetapkan SPM-nya oleh Pemerintah.

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayana dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh

Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan SPM-nya oleh Pemerintah.

2. Target pencapaian SPM oleh Pemerintah Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam

mencapai SPM selama kurunwaktu tertentu., termasuk penghitungan pembiayaannya

A. FORMAT LAPORAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DAERAH

KABUPATEN SUMBAWA

KATA PENGANTAR

DAFTARISI

BAB IPENDAHULUAN

A. LATARBELAKANG

Latar belakang memuat hal-hal yang berkaitan dengan alasan atau dasar pertimbangan

mengapa pemerintahan daerah memutuskan untuk menerapkan SPM, selain karena perintah

pemturan perundang-undangan.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum menyebutkan peraturan perundang-undangan yang me1andasi atau menjadi

dasar penerapan SPM oleh Pemerintah Daerah.

C. KEBUAKAN UMUM

FORMAT LAPORAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DAERAH

KABUPATEN SUMBAWA SERTA TARGET DAN INDIKATOR PENERIMA LAYANAN

SETIAP TAHUN

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR : g.
TANGGAL : ~ ft; f!7fU)A P--i :2(:);20



11

-r] M. HUSNI DJIBRIL

t BUPATI SUMBAWA,

NO Jenis Pelayanan Indikator pencapaian Target Batas

dasar Capaian Waktu

Capaian

1 Pelayanan Jumlah warga negara yang 100% Setiap

ketenteraman dan memperoleh layanan akibat dari tahun
ketertiban umum penegakan hukum perda dan

Perbup

A. TARGET DAN INDIKATOR PENERIMA LAYANAN STANDAR PELAYANAN

MINIMAL

3. Realisasi
Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau dirreaIisasikan oleh Pemerintah Daerah

selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkan dengan rencana target yang

ditetapkan sebelumnya oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan

dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh Pemerintahan Daerah

yang bersumber dari:
a. APBD

h. APBN; dan

c. Sumber dana lain yang soh

5. Dukungan personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam

proses penerapan dan pencapaian SPM.

6. Permasalahan dan solusi

Pennasalahan dan solusi menggambarkan pennasalahan yang dihadapi dalam penerapan

dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal, dan langkah-Iangkah penyelesaian

permasalahan yang ditempuh

BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM.

BAB IV PENUTUP


